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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki ekosistem mangrove yang paling luas di negara ini 

serta keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hutan mangrove adalah 

hutan pantai yang memiliki fungsi secara fisik, ekologi maupun sosial ekonomi.  

Mangrove merupakan salah satu ekosistem langka, karena luasnya hanya 23% 

permukaan bumi. Indonesia merupakan Kawasan ekosistem mangrove terluas 

di dunia. (Syamsuri I. M 2016, 488) 

Hutan Mangrove Indonesia merupakan Hutan Mangrove terbesar di 

dunia, dengan luas 3,3 juta ha atau setara dengan luas 23% dari luas hutan 

mangrove di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia berperan penting dalam 

upaya global pelestarian ekosistem mangrove, juga melakukan aksi dalam 

menghadapi dampak perubahan iklim.  

Setiap tanggal 2 juli diperingati Hari Kelautan Nasional yang 

merupakan momen penting untuk mengingatkan akan kekayaan laut 

indonesia serta pentingnya menjaga kelestariannya. Salah satu upaya 

pelestarian sumber daya alam di laut, baik hayati maupun non hayati, adalah 

dengan melakukan upaya konservasi pada ekosistem mangrove. Selain, 

melindungi kehidupan laut, mangrove juga memiliki kemampuan dalam 

menyerap dan menyimpan karbon yang menjadi kunci dalam mengurangi 

emisi karbon dan memerangi dampak perubahan iklim. 

Hutan mangrove adalah salah satu sumber daya pesisir yang penting 

untuk mendukung ekonomi komunitas di kawasan pesisir. Dari sudut pandang 

ekologi, hutan mangrove tidak hanya berfungsi sebagai tempat 

berkembangnya habitat biota laut, juga merupakan tempat pemijahan bagi 

ikan. Selain itu, mangrove juga dapat berfungsi sebagai wahana wisata 

sekaligus mampu menjadi pelindung dari berbagai ancaman sedimentasi, 

abrasi, pencegahan intrusi air laut. (Mufid 2017, 108) 
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Secara substantif, konservasi daerah pesisir merupakan usaha untuk 

melindungi, memelihara, dan memanfaatkan ekosistem beserta sumber daya 

laut dan pantai, demi memastikan keberlanjutan dan eksistensi sumber daya 

tersebut, sambil menjaga dan meningkatkan kualitas serta keanekaragaman 

hayati. Dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove menjadi penting 

karena dalam 20 tahun terakhir, global mangrove alliance memperkirakan 

lebih dari 60% dari hutan mangrove telah hilang atau mengalami penurunan 

kualitas, dengan tambahan 1% setiap tahunnya. Indonesia menjadi salah satu 

negara yang mempunyai hutan mangrove yang mencakup sekitar 20-25% dari 

total ekosistem mangrove di seluruh dunia. Menurut KLHK luasan lahan yang 

dimiliki Indonesia adalah 3,36 juta hektar, dengan rincian: Papua seluas 

1.562.905 Ha, Sumatera seluas 660.445 Ha, Kalimantan seluas 688.025 Ha, 

Jawa seluas 56.500 Ha, Bali-Nusa Tenggara seluas 39.974 Ha.  

Tabel 1.1 

Luas Hutan Mangrove Nagari Maligi 

N0 Luas 2021-2025 

1 
±60.00 Ha 

Sumber: Ketua KTH Padang Jaya 2025. 

Berdasarkan data DKP provinsi Sumatera Barat 2021, Sumatera Barat 

memiliki area mangrove yang luasnya sekitar 43. 186,71 Ha, berhadapan 

langsung dengan Samudera Hindia, dimana sebagian dari area ini terletak di 

daerah pesisir. Kabupaten Mentawai memiliki sekitar 32. 600 Ha mangrove, 

sedangkan di Pasaman Barat terdapat 6. 273 Ha, Kabupaten Pesisir Selatan 

memiliki 2. 549,55 Ha, di agam ada 313, 5 Ha, Kabupaten Padang Pariaman 

mencatat 190 Ha, dan Kota Padang memiliki 1. 250 Ha. Sekitar 60% spesies 

mangrove dapat ditemukan di sepanjang pantai barat pasaman barat, baik di 

area interdal maupun di sungai-sungai yang berlumpur, termasuk jenis dari 

genus rhizophora, bruguiera, dan sonneratia. 
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Selama ini, berbagai upaya untuk melestarikan mangrove telah 

dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan organisasi. Di samping inovasi, 

kolaborasi dari berbagai pihak juga sangat penting untuk mempercepat usaha 

pelestarian ekosistem mangrove. Dalam usaha ini, monitoring sangat 

diperlukan untuk memantau keberhasilan dari penanaman serta keberadaan 

ekosistem mangrove itu sendiri. Kegiatan pemantauan ini juga memerlukan 

pembaharuan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tentang 

Rehabilitasi ekosistem mangrove, antara lain: 

1. Ekosistem Pesisir terdiri dari: 
a. Terumbu karang; 
b. Padang lamun; 
c. Estuaria; 
d. Mangrove; 

2. Rehabilitasi ekosistem pesisir diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
Pemanfaatan hutan mangrove tidak hanya sebatas pemanfaatan fungsi 

fisik dan ekologisnya saja, saat ini sudah banyak dikembangkan pada banyak 

sektor misalnya, sektor pariwisata. Pemanfaatan hutan mangrove untuk 

pariwisata telah banyak terlihat di indonesia, terutama di wilayah pesisir 

pantai. Hal ini menjadi latar belakang munculnya ide pemanfaatan hutan 

mangrove di Nagari Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten 

Pasaman Barat yang dikenal dengan nama Desa Wisata Maligi. Pada tahun 

2020, acara Gipi Award Nagari Maligi masuk kedalam lima desa wisata terbaik 

Sumatera Barat dan mendapatkan pendampingan dalam pengembangan 

wisata selama tahun 2021. 

Nagari Maligi terletak di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten 

Pasaman Barat meruapakan salah satu wilayah peisisr di Sumatera Barat yang 

memiliki kawasan hutan mangrove cukup luas. Potensi ini sangat penting 

untuk dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya 

kawasan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti pembukaan lahan untuk 

tambak dan permukiman, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya pelestarian hutan mangrove. Hal ini menyebabkan terjadinya 
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degradasi lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan 

masyarakat sekitar. 

Pemerintahan provinsi Sumatera Barat telah mengesahkan Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bertujuan memberikan 

perlindungan hukum dan arah kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir 

secara berkelanjutan. Peraturan ini mencakup perlindungan ekosistem pesisir 

hutan mangrove, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap 

pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir. Namun, efektivitas implementasi 

peraturan ini di tingkat nagari atau desa masih menjadi pertanyaan, 

mengingat lemahnya sosialisasi, minimnya pengawasan, serta belum 

optimalnya pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Gambar : 1.1  
Kawasan Hutan Mangrove Maligi 2022 

 

 

Sumber: https://images.app.goo.gl/bZrNhkoGP2Adi8yh6 

Desa Wisata Maligi di Pasaman Barat menjadi sumber kehidupan bagi 

penduduk setempat. Meski begitu, pada tahun 2023, pengelolaan hutan 

mangrove di Nagari Maligi tampaknya belum optimal, dengan kurangnya 

perhatian dari masyarakat terhadap pengelolaan mangrove di sana. Ironisnya, 

hutan mangrove yang memiliki peranan penting tersebut telah banyak 

mengalami kerusakan parah. Ini terbukti dari banyaknya praktik perubahan 

fungsi hutan mangrove menjadi lahan pemukiman, tambak, dan industri 

https://images.app.goo.gl/bZrNhkoGP2Adi8yh6
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pariwisata. Munculnya tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya 

mangrove di daerah pesisir. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa kawasan 

pesisir memiliki potensi besar, baik secara ekologis maupun ekonomis, untuk 

dikembangkan serta dimanfaatkan demi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Indonesia merupakan paru-paru dunia salah satunya Kabupaten 

Pasaman Barat yang memiliki 6. 273 hektare hutan mangrove. 

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga lingkungan dan 

sebagai sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. 

Ironisnya, fenomena, peristiwa dan bencana alam yang diakibatkan kerusakan 

lingkungan yang akhir-akhir ini sering terjadi, namun masyarakat 

menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan wajar.  

Meningkatnya kesejahteraan, mutu kehidupan dengan melaksanakan 

pembangunan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, pembangunan 

dan pemanfaatan sumber daya alam harus disertai dengan upaya pelestarian 

fungsi lingkungan hidup. Hal ini merupakan faktor paling penting dalam 

menjaga keseimbangan di muka bumi. Namun, masih ada individu atau 

kelompok yang mengabaikan pentingnya pelestarian lingkungan saat 

memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Hutan mangrove menghadapi 

banyak tekanan akibat pengelolaan dan pemanfaatannya yang kurang 

mendapatkan perhatian. Kondisi ini merupakan respon terhadap kebutuhan 

pembangunan ekonomi yang lebih mengutamakan infrastruktur fisik, yang 

menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian yang merugikan ekosistem 

mangrove itu sendiri. 

 Dasar yang dapat digunakan untuk mengatur kawasan pesisir adalah 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 mengenai 

pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa kawasan hutan 

mangrove termasuk dalam kawasan yang dilindungi, Sehingga pengaturan 

tata ruang wilayah sangat penting untuk memelihara dan melindungi fungsi 

ekologis dari ekosistem mangrove. Saat ini, kondisi ekosistem mangrove di 
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Indonesia kian memprihatinkan akibat laju deforestasi dan degradasi lahan 

mangrove yang begitu cepat. Indonesia telah kehilangan sebagian besar 

mangrovenya sehingga perlu upaya serius untuk melindungi Kawasan 

mangrove yang tersisa dan merehabilitasi Kawasan lainnya yang telah 

mengalami degradasi. (Djamaluddin 2018, 327)  

Di sisi lain, dalam konteks masyarakat minangkabau yang religius, 

pendekatan fikih biah atau fikih lingkungan sebagai bagian dari etika Islam 

dapat menjadi alternatif pendekatan moral dalam mengelola hutan mangrove. 

Fikih biah menekankan prinsip-prinsip tauhid, amanah, dan tanggung jawab 

terhadap kelestarian alam sebagai bentuk ibadah dan manifesti iman. Oleh 

karena itu, integrasi antara hukum positif (peraturan daerah) dan nilai-nilai 

Islam dalam fikih biah menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam upaya 

menciptakan model pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan dan 

berkeadilan. 

Perubahan yang berlangsung di daerah pesisir dan laut umumnya 

disebabkan oleh kegiatan manusia di sekitarnya. Tekanan ini timbul dari 

aktivitas pembangunan, seperti pembangunan tempat tinggal dan kegiatan 

perrdagangan, karena daerah pesisir paling rentan terhadap perubahan, baik 

yang bersifat alami maupun fisik, sehingga terjadi penurunan kualitas 

lingkungan, salah satunya adalah ekosistem mangrove. 

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam implementasi 

peraturan ini sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian 

lingkungan hutan mangrove yang masih rendah, sehingga seringkali 

mereka tidak mematuhi aturan yang ada. 

2. Kurangnya sumber daya manusia, teknis, dan finansial bagi lembaga 

terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum 

membuat pengawasan dan penegak hukum menjadi tidak optimal. 
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3. Kerusakan jalan menuju nagari maligi juga salah satu menjadi 

penyebab susahnya akses untuk melakukan pengawasan oleh para 

penegak hukum atau dinas lingkungan hidup. 

4. Adanya kepentingan ekonomi yang menguntungkan dari praktik-

praktik yang merusak lingkungan serta beberapa kebijakan dan 

program yang diimplementasikan mungkin tidak sesuai dengan realita 

dan kebutuhan masyarakat setempat. 

Tantangan terbesar dalam pengelolaan wisata alam pada hutan 

mangrove adalah kerusakan ekosistem mangrove itu sendiri, untuk itu 

diperlukan peningkatan kesadaran dan kepedulian secara bersama-sama 

terhadap hutan mangrove sebagai elemen yang tidak terpisahkan dalam 

berbagai program konservasi. Pelestarian mangrove menjadi niscaya untuk 

mewujudkan penyelenggaraan wisata alam hutan mangrove yang 

berkelanjutan. (Mufid 2019, 84) 

Pengaturan terkait perlindungan mangrove diatur dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai dasar perlindungan lingkungan hidup, termasuk 

kawasan hutan mangrove. Pengelolaan hutan mangrove yang melibatkan 

masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan 

efektivitas serta keadilan dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya 

alam. Oleh sebab itu di perlukan upaya untuk menumbuhkembangkan peran 

serta masyarakat dalam mengembalikan fungsi dan manfaat hutan mangrove 

yang rusak dalam pelaksanaan dan pengawasan. (Rotinsulu 2017, 181)   

Sebagai agama rahmah li al-alamin, Islam telah memberikan pedoman 

dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan termasuk laut dan pantai. 

Konsep penjagaan lingkungan yang dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim 

menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Prinsip ini perlu diterapkan  dalam 

kehidupan masyarakat Muslim, baik dalam kelompok maupun secara individu. 

Dalam konteks lingkungan pesisir pantai, anjuran ini dapat 

diimplementasikan dalam program konservasi hutan mangrove di sepanjang 
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pesisir pantai. Upaya pengelolaan mangrove tidak akan berjalan secara 

maksimal tanpa didukung kebijakan politik yang bernuansa ekologis yang 

berpihak kepada keberlanjutan ekosistem mangrove. (Mufid 2017, 124) 

Penambahan prinsip tujuan syari’at yang masih menjadi perdebatan 

dan terus berkembang di kalangan para intelektual adalah Hifz al-bi’ah 

(pelestarian lingkungan). Upaya untuk menjaga masalah ekologi dan 

lingkungan ini mendapatkan dukungan yang kuat dari al-Qur’an. Selain itu, 

bukti nyata menunjukkan bahwa kerusakan terhadap alam menuntut dengan 

cepat perhatian yang sangat serius dari teks-teks keagamaan. Secara substansi, 

al-Qur’an telah memberikan perhatian yang kuat terhadap bumi dan perintah 

untuk memakmurkannya dapat dilihat dari berbagai rentetan ayat dan juga 

hadis yang menegaskan perintah untuk menanam dan menyuburkan dan 

larangan menyia-nyiakan. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, segala 

tindakan yang membahayakan dan merusak bumi adalah sangat dilarang 

dalam Islam. (Mufid 2019, 86)  

Dalam Islam sendiri menjaga kelestarian lingkungan menjadi perhatian 

serius. al-Qur’an memberikan beberapa dalil sebagai pedoman untuk 

mengajarkan pentingnya menjaga alam dan kelestariannya. Seperti yang 

dimuat dalam al-Qur’an Surat Al-A’raf: 56 

 مِ ناَ قَريِب ا ٱللّ اِ رَحَْْتاَ إِن ا وَطَمَعًا خَوْفاً وَٱدْعُوهاُ إِصْلََٰحِهَا بَ عْداَ ٱلَْْرْضاِ فِا تُ فْسِدُوا وَلَا
 ٱلْمُحْسِنِياَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur 
dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap 
sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang 
berbuat baik (Q.S Al-A’raf:56). 

 
Ayat ini menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi 

menjaga kelestarian lingkungan ini masyarakat setempat termasuk para 

pemuda dan setiap yang terlibat harus punya kesadaran uìntuìk sama-sama 

beìrtangguìng jawab meìnjaga keìleìstarian eìkosisteìm mangroveì. Huìtan 

mangroveì yang suìdah meìngalami keìruìsakan haruìs dilakuìkan uìpaya uìntuìk 
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meìngeìmbalikan manfaat dan fuìngsi dari huìtan mangroveì ituì seìndiri dan kita 

seìbagai manuìsia tidak boleìh meìlakuìkan keìruìsakan di buìmi kareìna Allah 

meìnciptakan keìbaikan di dalamnya. Di dalam ayat ini Allah juìga meìneìkankan 

bahwa peìntingnya kita seìbagai manuìsia beìrdo’a keìpada Allah deìngan tuìnduìk 

dan peìnuìh rasa takuìt seìrta peìnuìh harapan. Allah SWT juìga meìneìgaskan bahwa 

rahmat Allah sangat beìgituì deìkat deìngan orang yang-orang yang seìlaluì 

beìrbuìat keìbaikan. 

Dan dijeìlaskan juìga dalam al-Quìr’an Suìrah Ar-Ruìm ayat 41: 

 لَعَل هُماْ عَمِلُوْا ال ذِياْ بَ عْضاَ ليُِذِيْ قَهُماْ الن اساِ ايَْدِىا كَسَبَتاْ بِاَ وَالْبَحْراِ الْبَ اِ فِا الْفَسَاداُ ظَهَراَ
  يَ رْجِعُوْناَ

Artinya: Teìlah tampak keìruìsakan di darat dan di lauìt diseìbabkan 
peìrbuìatan tangan manuìsia: Allah meìngeìheìndaki agar meìreìka 
meìrasakan seìbagian dari (akibat) peìrbuìatan meìreìka, agar meìreìka 
keìmbali (keì jalan yang beìnar) (Q.S. Ar-Ruìm : 41) 

Di dalam ayat ini Allah SWT meìnyatakan bahwa keìruìsakan teìlah 

muìncuìl di daratan dan lauìtan akibat peìrbuìatan manuìsia. Ayat ini meìneìgaskan 

bahwa keìruìsakan lingkuìngan, seìpeìrti keìhancuìran eìkosisteìm meìruìpakan hasil 

tindakan manuìsia ituì seìndiri. Meìlaluìi ayat ini, Allah meìmpeìringatkan uìmat 

manuìsia uìntuìk meìnyadari bahwa seìgala keìruìsakan yang teìrjadi adalah 

konseìkuìeìnsi dari peìrilakuì meìreìka, baik dalam peìngeìlolaan suìmbeìr daya alam 

mauìpuìn peìnyalahguìnaan keìkuìasaan yang dibeìrikan. Oleìh kareìnanya, suìdah 

saatnya uìntuìk seìgeìra meìngeìvaluìasi pola reìlasi manuìsia dan alam raya. 

Manuìsia dituìntuìt uìntuìk beìrsahabat dan meìnjaga keìleìstarian alam dan 

eìkosisteìmnya. Alam raya ini diciptakan seìrasi deìngan keìhuìduìpan masyarakat. 

Kuìalitas keìseìhatan masyarakat sangat diteìntuìkan oleìh lingkuìngan hiduìpnya. 

Adapuìn prinsip-prinsip huìkuìm Islam dalam meìnjalankan keìbijakan 

peìmeìrintah teìrseìbuìt yaituì seìpeìrti meìngajarkan keìadilan, keìseìimbangan, dan 

keìbeìrlanjuìtan dalam peìngeìlolaan suìmbeìr daya alam teìrmasuìk kawasan-

kawasan alam seìpeìrti peìsisir pantai yaituì huìtan mangroveì. Oleh karena itu, 

penting untuk dilakukan kajian mengenai bagaimana praktik pengelolaan 

hutan mangrove di Nagari Maligi dilakukan, serta bagaimana hal tersebut 
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dapat dianalisis dan dikembangkan dalam kerangka fikih bi’ah sebagai bagian 

dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan 

berbasis nilai-nilai Islam serta kearifan lokal. 

Islam meìmandang bahwa huìtan masuìk keìdalam kateìgori keìpeìmilikan 

uìmuìm dan buìkan keìpeìmilikan individuì atauì neìgara. Oleìh kareìna ituì, dalam 

meìmanfaatkan buìmi ini tidak boleìh seìmeìna-meìna dan seìeìnaknya saja dalam 

meìngeìkploitasinya. Peìmanfaatan suìmbeìr daya alam baik yang ada di lauìt, di 

daratan, dan di dalam huìtan haruìs dilakuìkan seìcara proporsional dan rasional 

uìntuìk keìbuìtuìhan masyarakat banyak dan geìneìrasi peìneìruìsnya seìrta meìnjaga 

eìkosisteìmnya. 

Keìruìsakan di peìrairan, khuìsuìsnya pada huìtan bakauì yang beìrfuìngsi 

uìntuìk meìlinduìngi dari eìrosi geìlombang lauìt meìruìpakan eìkosisteìm peìnting 

bagi ribuìan speìsieìs tuìmbuìhan dan heìwan. Isi lingkuìngan, teìrmasuìk poluìsi dan 

eìksploitasi suìmbeìr daya alam, teìlah lama meìngakibatkan keìtidakseìimbangan 

di alam. Seìlain ituì, keìruìsakan lingkuìngan juìga diseìbabkan kareìna 

peìrtuìmbuìhan popuìlasi yang tidak seìimbang dan tidak teìreìncana, yang tidak 

diimbangi deìngan peìningkatan kuìalitas keìmampuìan dalam meìngeìlola suìmbeìr 

daya alam.  

Huìtan seìndiri meìruìpakan anuìgeìrah dan karuìnia yang teìrbeìsar yang 

dibeìrikan oleìh Allah SWT keìpada manuìsia. Peìnciptaan huìtan adalah uìntuìk 

dikeìlola manuìsia deìngan seìbaik-baiknya dalam meìmeìnuìhi keìbuìtuìhan 

hiduìpnya. Manuìsia dalam prakteìk peìngeìlolaan huìtan keìbanyakan 

meìngabaikan keìleìstarian lingkuìngan. Meìngeìdeìpankan keìuìntuìngan eìkonomi 

yang dapat dipeìroleìh dari huìtan deìngan meìngabaikan dampak-dampak 

eìkologis. Keìruìsakan huìtan teìrjadi kareìna peìngeìlolaannya yang beìrsifat 

eìksploitatif, yang artinya, huìtan dijadikan objeìk dalam meìncari keìuìntuìngan 

jangka peìndeìk tanpa meìlakuìkan uìsaha konseìrvasi uìntuìk jangka panjang. 

Dalam meìngguìnakan suìmbeìr daya huìtan, manuìsia peìrluì meìneìrapkan cara 

peìnjagaan yang seìimbang dan seìsuìai agar huìtan teìtap teìrpeìlihara. Deìngan 
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deìmikian, di satuì sisi manuìsia bisa meìmeìnuìhi keìbuìtuìhan meìreìka dan di sisi 

lain eìkosisteìm mangroveì teìtap teìrjaga keìbeìrlajuìtannya. 

Seìsuìngguìhnya alam dan langit diciptakan deìngan seìmpuìrna dan 

disiapkan uìntuìk keìbuìtuìhan manuìsia, maka seìbeìnarnya tidak akan teìrjadi 

keìruìsakan yang dilihat keìcuìali keìruìsakan dari tangan manuìsia ituì seìndiri. 

Eksploitasi alam yang beìrleìbihan dilihat seìbagai peìnyeìbab uìtama longsor, 

banjir, dan lainnya. Beìncana alam ini tidak hanya meìngorbankan seìbagian 

manuìsia saja, teìtapi beìrdampak akibat eìksploitasi alam dan khuìsuìsnya huìtan. 

Huìtan meìruìpakan suìmbeìr uìtama manuìsia dan makhluìk lainnya. 

Dalil-dalil al-Quìr’an meìngajarkan kita seìbagai manuìsia uìntuìk meìnjaga 

keìleìstarian alam, maka Impleìmeìntasi Peìratuìran Daeìrah Provinsi Suìmateìra 

Barat Nomor 2 Tahuìn 2010 teìntang Peìngeìlolaan wilayah peìsisir dan puìlauì-

puìlauì keìcil diharapkan dapat leìbih eìfeìktif dalam meìnjaga keìleìstarian huìtan 

mangroveì. Reìguìlasi ini meìngimbauì masyarakat uìntuìk tidak meìlakuìkan 

tindakan yang meìruìsak lingkuìngan dan eìkosisteìm seìkitar pantai seìrta 

meìndorong peìngeìlolaan suìmbeìr daya alam yang beìrtangguìng jawab 

kolaborasi antara peìmeìrintah, masyarakat dan uìlama dalam meìnjaga 

lingkuìngan hiduìp meìruìpakan kuìnci uìtama dalam meìnjaga seìkitar pantai 

teìruìtama huìtan mangroveì yang kita keìtahuìi meìmiliki beìgituì banyak manfaat 

seìbagai warisan alam yang beìrharga dimasa yang akan datang. Oleìh kareìna ituì, 

manuìsia heìndaknya meìmikirkan akan peìngangguìlangan uìntuìk 

meìnyeìlamatkan lingkuìngan dan manuìsianya seìndiri, tidak hanya 

meìngandalkan peìmeìrintah tapi juìga dimuìlai dari diri seìndiri. 

Pengelolaan hutan mangrove merupakan isu penting dalam konteks 

pelestarian lingkungan hidup, khususnya di wilayah pesisir seperti Nagari 

Maligi, Kabupaten Pasaman Barat. Hutan mangrove berperan besar dalam 

menjaga ekosistem pesisir, serta menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat 

sekitar. Namun, kerusakan mangrove akibat eksploitasi berlebih, kurangnya 

pengelolaan dan lemahnya implementasi kebijakan menjadi tantangan yang 

harus segera diatasi. Sumatera Barat memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2010 
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tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang seharusnya 

menjadi acuan dalam menjaga kelestarian mangrove. Namun, masih terdapat 

kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Menggunakan 

fikih biah sebagai sudut pandang akan memperkuat kesadaran ekologis 

masyarakat melalui pendekatan moral dan spiritual, bukan hanya hukum 

formal negara. Mengkaji persoalan lingkungan dari sudut pandang  hukum 

daerah, fikih biah, dan kearifan lokal diharapkan mampu mendorong lahirnya 

kebijakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, berkeadilan ekologis, 

dan berakar pada identitas lokal masyarakat Nagari Maligi. 

Beìrdasarkan peìrmasalahan diatas peìnuìlis teìrtarik meìngkaji peìneìlitian 

deìngan juìduìl “Peìngeìlolaan Huìtan Mangroveì di Nagari Maligi Kabuìpateìn 

Pasaman Barat Peìrspeìktif Fikih Bi’ah: Impleìmeìntasi Peìratuìran Daeìrah 

Provinsi Suìmateìra Barat Nomor 2 Tahuìn 2010”. 

1.2 Ruìmuìsan Masalah 

Beìrdasarkan peìmaparan latar beìlakang yang teìlah peìnuìlis sajikan di 

atas, maka dari hal teìrseìbuìt dapat diambil ruìmuìsan masalah dalam peìneìlitian 

ini yaituì “Bagaimana Peìngeìlolaan Huìtan Mangroveì di Nagari Maligi Kabuìpateìn 

Pasaman Barat Peìrspeìktif Fikih Bi’ah: Impleìmeìntasi Peìratuìran Daeìrah 

Provinsi Suìmateìra Barat Nomor 2 Tahuìn 2010”. 

1.3 Peìrtanyaan Peìneìlitian 

Ruìmuìsan Masalah diatas akan dijabarkan dalam beìntuìk peìrtanyaan 

peìneìlitian seìbagai beìrikuìt: 

1.3.1 Bagaimana analisis impleìmeìntasi peìratuìran daeìrah provinsi Suìmateìra 

Barat nomor 2 tahuìn 2010 dalam peìngeìlolaan huìtan mangroveì di 

nagari maligi kabuìpateìn Pasaman Barat? 

1.3.2 Apa faktor peìnyeìbab kuìrangnya peìngeìlolaan dan peìleìstarian huìtan 

mangroveì di nagari Maligi Kabuìpateìn Pasaman Barat? 

1.3.3 Bagaimana peìngeìlolaan huìtan mangroveì oleìh Dinas Lingkuìngan Hiduìp 

Kabuìpateìn Pasaman Barat di nagari Maligi peìrspeìktif fikih bi’ah? 
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1.4 Tuìjuìan Peìneìlitian 

Beìrdasarkan Ruìmuìsan Masalah diatas maka tuìjuìan peìneìlitian yang 

peìnuìlis lakuìkan adalah seìbagai beìrikuìt: 

1.4.1.  Untuìk meìnganalisis impleìmeìntasi peìratuìran daeìrah provinsi Suìmateìra 

Barat nomor 2 tahuìn 2010 dalam peìngeìlolaan huìtan mangroveì di 

Nagari Maligi Kabuìpateìn Pasaman Barat. 

1.4.2.  Untuìk meìngeìtahuìi apa saja fakor peìnyeìbab kuìrangnya peìngeìlolaan dan 

peìleìstarian huìtan mangroveì di Nagari Maligi Kabuìpateìn Pasaman Barat. 

1.4.3.  Untuìk meìngeìtahuìi bagaimana peìngeìlolaan huìtan mangroveì oleìh Dinas 

Lingkuìngan Hiduìp kabuìpateìn Pasaman Barat di Nagari Maligi 

peìrspeìktif fikih bi’ah. 

1.5 Signifikasi Peìneìlitian 

Peìneìlitian ini peìnting uìntuìk diteìliti , baik seìcara teìoritis mauìpuìn seìcara 

praktis. Manfaat peìneìlitian yang dilakuìkan peìnuìlis dapat ditinjauì dari duìa 

aspeìk yaituì: 

1. Peìneìlitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan atau 

menyempurnakan kebijakan pelestarian hutan mangrove yang 

berkelanjutan, sesuai sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ketentuan 

peraturan daerah. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove sebagai amanah 

agama dan kewajiban sosial berdasarkan prinsip fikih bi’ah. 

2. Hasil peìneìlitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan 

studi antara hukum Islam, lingkungan hidup, dan kebijakan daerah, 

serta mendorong penelitian lanjutan dalam isu serupa di wilayah 

lain. Dlam konteks sosial dan ekologis, peelitian ini penting untuk 

mendorong sinergi antara norma agama, regulasi formal, dan 

praktik masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem 

mangrove. Dengan demikian, penelitian ini berkonstribusi 

terhadap upaya pelestarian lingkungan sekaligus pelaksanaan 

nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.  
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1.6 Stuìdi Liteìratuìr 

Dalam suìatuì peìneìlitian dipeìrluìkan hasil-hasil peìneìlitian yang teìlah ada 

seìbeìluìmnya (peìneìlitian teìrdahuìluì) yang beìrkaitan deìngan peìneìlitian peìnuìlis. 

Beìrikuìt meìruìpakan peìneìlitian teìrdahuìluì dari beìbeìrapa juìrnal dan skripsi 

teìrkait deìngan peìneìlitian yang dilakuìkan peìnuìlis: 

Peìrtama, Peìneìlitian yang dituìlis oleìh Andi Reìzha Puìtrawangsa 

Univeìrsitas Islam Neìgeìri Alauìddin Makassar deìngan juìduìl “Efeìktivitas 

Peìmeìliharaan Huìtan Mangroveì Beìrdasarkan Peìrda No. 8 Tahuìn 1999 Ditinjauì 

dari Huìkuìm Tata Neìgara Islam” yang dibuìat pada tahuìn 2019. Dalam 

peìneìlitian ini meìnuìnjuìkkan hasil bahwa dalam peìmeìliharaan huìtan mangroveì 

peìmeìrintah kabuìpateìn sinjai meìmbeìntuìk kadeìr keìhuìtanan, peìngeìmbangan 

kapasitas masyarakat, peìngawasan kawasan beìrsama-sama deìmi meìncapai 

tuìjuìan keìleìstarian huìtan. Faktor peìnduìkuìngnya yakni: adanya keìlompok 

peìmeìrhati mangroveì yang ikuìt beìrpartisipasi dalam peìneìgmbangan huìtan 

bakauì, masyarakat dan peìmeìrintah deìsa seìteìmpat. Seìdangkan faktor 

peìnghambatnya adalah: peìngeìmbangan huìtan bakauì yang beìluìm meìrata, 

keìteìrseìdiaan dana dan fasilitas uìmuìm yang beìluìm meìmadai. Peìngeìlolaan 

lingkuìngan dalam pandangan Islam meìruìpakan karuìnia dari Allah Swt keìpada 

manuìsia uìntuìk diguìnakan seìbagai keìlangsuìngan hiduìp dan meìnjadikannya 

seìbagai alat bantuì manuìsia uìntuìk meìnjaga eìksisteìnsi seìsama makhluìk hiduìp 

di muìka buìmi ini. (Puìtrawangsa, 2019)    

Keìduìa, Peìneìlitian yang dituìlis oleìh Hasriani Hamid Univeìrsitas 

Hasanuìddin Makassar deìngan juìduìl “Peìrlinduìngan huìkuìm teìrhadap 

peìruìsakan huìtan mangroveì di wilayah Lanteìbuìng Kota Makassar” yang dibuìat 

pada tahuìn 2022. Hasil dalam peìneìlitian ini yaituì: peìngatuìran huìkuìm 

beìrkaitan deìngan peìngeìlolaan dan peìngawasan teìrhadap huìtan mangroveì di 

wilayah Lanteìbuìng kota Makassar diatuìr dalam beìrbagai peìratuìran 

peìruìndang-uìndangan di antaranya UU No. 32 Tahuìn 2014 teìntang keìlauìtan, 

UU No.31 Tahuìn 2004 jo.UU No.45 Tahuìn 2009 teìntang peìrikanan, UU No. 32 

Tahuìn 2009 teìntang peìrlinduìngan dan peìngeìlolaan Lingkuìngan Hiduìp, dan 
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peìratuìran teìrkait lainnya. Keìduìduìkan izin lingkuìngan dalam peìrspeìktif tindak 

pidana lingkuìngan meìruìpakan suìatuì hal yang muìtlak uìntuìk dipeìnuìhi. Izin 

lingkuìngan yang seìmuìla diatuìr di dalam UUPPLH kini teìlah diuìbah di dalam 

keìteìntuìan reìguìlasi yang baruì yakni UU N0.11 Tahuìn 2020 teìntang Cipta keìrja 

meìnjadi peìrseìtuìjuìan lingkuìngan. Yang meìmpuìnyai peìrbeìdaan dan akan 

beìrdampak pada peìrlinduìngan huìkuìm masyarakat. Pihak KLHK kota Makasar 

dan YKL kota Makassar meìnyatakan bahwa tingkat keìruìsakan yang teìrjadi di 

Kawasan Lanteìbuìng Kota Makassar deìngan rasio tuìtuìpan tajuìk 0-50% dan 

meìruìpakan tingkat keìruìsakan tinggi, seìhingga jika meìruìjuìk pada konseìp 

peìrizinan Risk Baseìd Approach (RBA) maka dipeìrluìkan adanya dokuìmeìn 

lingkuìngan beìruìpa AMDAL dan peìrseìtuìjuìan lingkuìngan beìruìpa SKKL. Hal 

inilah yang keìmuìdian tidak diindahkan oleìh pihak PT.Tompo Dalleì dan 

meìnimbuìlkan masalah. (Hamid, 2022) 

Keìtiga, Peìneìlitian ini dituìlis oleìh Muìhammad Sauìfi Univeìrsitas Islam 

Neìgeìri Mataram deìngan juìduìl “Peìngeìlolaan Wisata Mangroveì beìrbasis 

partisipasi masyarakat di Duìsuìn Poton Bako Deìsa Jeìrowaruì Keìcamatan 

Jeìrowaruì Kabuìpateìn Lombok Timuìr” yang dibuìat pada tahuìn 2023. Dalam 

Peìneìlitian ini meìnuìnjuìkkan hasil bahwa peìneìlitian ini meìngacuì keìpada teìori 

struìktuìral fuìngsional yang meìneìmpatkan masyarakat seìbagai suìatuì keìsatuìan 

sisteìm. Peìneìlitian ini beìrtuìjuìan uìntuìk meìngeìtahuìi dan meìndeìskripsikan 

bagaimana partisipasi masyarakat dalam peìngeìlolaan wisata huìtan mangrove ì 

di Duìsuìn Poton Bako Deìsa Jeìrowaruì keìcamatan Jeìrowaruì kabuìpateìn Lombok 

Timuìr meìmbanguìn keìleìstarian lingkuìngan peìrspeìktif Islam dalam 

peìngeìlolaan wisata mangroveì. 

Keìeìmpat, Peìneìlitian yang dituìlis oleìh Irfan Zam Zami Univeìrsitas Islam 

Neìgeìri Syarif Hidayatuìllah Jakarta, deìngan juìduìl “ Peìmahaman Masyarakat 

Peìsisir Teìrhadap Manfaat Huìtan Mangroveì (Stuìdi Kasuìs di Deìsa Randuìsanga 

Kuìlon, Keìcamatan Breìbeìs, Kabuìpateìn Breìbeìs, Jawa Teìngah)” yang dibuìat pada 

tahuìn 2019. Dalam peìneìlitian ini meìnghasilkan bahwa seìcara uìmuìm kondisi 

mangroveì di lokasi peìneìlitian meìngalami keìruìsakan dalam kateìgori”seìdang” 
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akibat konveìrsi lahan huìtan mangroveì meìnjadi tambak atauì kolam ikan. 

Peìmahaman masyarakat seìteìmpat dalam meìmahami manfaat huìtan 

mangroveì sangat beìragam, namuìn yang paling dominan adalah bahwa meìreìka 

meìmahami manfaat huìtan mangroveì seìbagai teìmpat yang baik uìntuìk 

buìdidaya beìrbagai jeìnis organismeì peìrairan. 

Beìrdasarkan beìbeìrapa stuìdi liteìratuìr diatas dapat disimpuìlkan 

bahwasanya peìneìlitian-peìneìlitian teìrdahuìluì hanya meìmfokuìskan 

peìneìlitiannya keìpada peìrmasalahan peìngeìlolaan dan peìrlinduìngan huìtan 

mangroveì, namuìn deìngan peìndeìkatan dan teìmuìan yang beìrbeìda. Peìneìlitian-

peìneìlitian seìbeìluìmnya leìbih meìneìkankan pada tingkat kabuìpateìn/kota, 

beìrbagai peìratuìran peìruìndang-uìndangan, dan partisipasi masyarakat. 

Peìneìlitian yang akan dilakuìkan akan leìbih speìsifik meìnganalisis eìfeìktivitas 

satuì peìratuìran daeìrah provinsi dalam satuì stuìdi kasuìs di tingkat nagari. 

Peìrbeìdaan ini peìnting kareìna meìmuìngkinkan kita uìntuìk meìlihat bagaimana 

peìratuìran daeìrah diteìrapkan di tingkat yang leìbih lokal dan apa saja ke ìndala 

seìrta duìkuìngan yang dihadapi. Deìngan meìmbandingkan peìneìlitian-peìneìlitian 

ini, kita dapat meìmpeìroleìh peìmahaman yang leìbih kompreìheìnsif teìntang 

peìngeìlolaan huìtan mangroveì di Indoneìsia dan meìngideìntifikasi areìa-areìa 

yang peìrluì ditingkatkan. 

Dari uìraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwasanya peìneìlitian 

meìngeìnai "Peìngeìlolaan Huìtan Mangroveì di Nagari Maligi Kabuìpateìn Pasaman 

Barat Peìrspeìktif Fikih Bi’ah: Impleìmeìntasi Peìratuìran Daeìrah Provinsi 

Suìmateìra Barat Nomor 2 Tahuìn 2010”. meìmiliki fokuìs yang sangat speìsifik, 

yakni meìnganalisis peìrmasalahan peìngeìlolaan dan Peìleìstarian Huìtan 

Mangroveì yang akan meìmbeìrikan pandangan yang leìbih dalam teìntang 

bagaimana peìratuìran daeìrah provinsi beìkeìrja dalam meìlinduìngi huìtan 

mangroveì di tingkat lokal, seìrta faktor-faktor apa saja yang meìmpeìngaruìhi 

keìbeìrhasilan dan faktor yang meìnjadi peìnghambat dalam meìlakuìkan 

peìngeìlolaan dan peìleìstarian huìtan mangroveì. Penelitian ini secara spesisfik 

fokus pada Nagari Maligi, kabupaten Pasaman Barat yang belum banyak dikaji 
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dalam konteks fikih bi’ah maupun implementasi Perda Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 2 Tahu 2010. Penelitian ini memberikan konstribusi baru dalam 

wacana integrasi hukum Islam (fikih lingkungan) dan peraturan daerah, yang 

relevan dalam konteks otonomi daerah dan masyarakaMe ìngeìtahuìi bagaimana 

peìngeìlolaan huìtan mangroveì oleìh Dinas teìrkait peìrspeìktif fikih bi’ah. 

Peìneìlitian diharapkan dapat meìmbeìrikan konstribuìsi teìoritis mauìpuìn praktis 

dalam uìpaya peìleìstarian lingkuìngan beìrbasis keìarifaan lokal dan nilai-nilai 

keìislaman. 

1.7 Keìrangka Teìori 

1.7.1. Impleìmeìntasi  

Impleìmeìntasi huìkuìm meìngacuì keìpada peìlaksanaan dan peìneìrapan 

peìratuìran huìkuìm yang teìlah diteìtapkan dalam keìhiduìpan masyarakat. Tuìjuìan 

uìtama dari impleìmeìntasi ini adalah uìntuìk meìmastikan bahwa huìkuìm beìrjalan 

seìsuìai deìngan keìheìndak neìgara dan dapat meìmbeìrikan keìadilan bagi seìmuìa 

keìlompok masyarakat. Suìbjeìk huìkuìm yang teìrlibat dalam proseìs 

impleìmeìntasi ini adalah individuì, leìmbaga, atauì badan huìkuìm yang meìmiliki 

hak dan keìwajiban uìntuìk meìneìgakkan atauì meìlaksanakan huìkuìm, seìpeìrti 

aparat peìneìgak huìkuìm, peìmeìrintah dan masyarakat seìteìmpat. 

Secara umum, implementasi bukan hanya tentang menjalankan 

sesuatu, tetapi juga mencakup pengorganisasian sumber daya, pengawasan 

proses, serta penyesuaian terhadap kondisi yang mungkin berubah di 

lapangan. Dalam implementasi, diperlukan kerja sama sebagai pihak yang 

terlibat agar setiap langkah dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Oleh 

karena itu, perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik menjadi 

faktor pendukung keberhasilan proses implementasi. Dalam dunia kebijakan 

publik, implementasi sering kali mengacu pada proses pelaksanaan kebijakan 

pemerintah yang telah disahkan. 

Disisi lain, objeìk huìkuìm meìncakuìp seìgala seìsuìatuì yang diatuìr oleìh 

huìkuìm, seìpeìrti hak, keìwajiban, tindakan yang sah atauì tidak sah, seìrta 

peìristiwa huìkuìm yang haruìs dipatuìhi. Seìbagai keìsimpuìlan, impleìmeìntasi 
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huìkuìm dalam Peìratuìran Daeìrah Provinsi Suìmateìra Barat Nomor 2 tahuìn 2010 

teìntang peìngeìlolaan wilayah peìsisir dan puìlauì-puìlauì keìcil meìruìpakan uìpaya 

uìntuìk meìneìrapkan peìratuìran yang meìngatuìr peìngeìlolaan dan peìleìstarian 

kawasan nagari maligi deìmi meìmastikan keìleìstariannya. Tuìjuìan uìtama dari 

impleìmeìntasi huìkuìm ini adalah uìntuìk meìmastikan bahwa suìmbeìr daya alam 

di seìkitar maligi dikeìlola deìngan bijak, seìrta meìlibatkan peìran aktif 

masyarakat dan peìmeìrintah dalam meìnjaga keìleìstarian eìkosisteìm teìrseìbuìt. 

Peìleìstarian huìtan linduìng kawasan peìleìstarian alam dilakuìkan oleìh 

peìmeìrintah atauì peìmeìrintah daeìrah seìsuìai deìngan keìweìnangannya dan 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan. Meìlinduìngi daeìrah dibawahnya uìntuìk 

meìnjamin keìteìrseìdiaan air, tanah, dan uìnsuìr hara tanah. Peìdoman 

peìngeìlolaan eìkosisteìm mangroveì : 

1. Pada daeìrah yang huìtan mangroveìnya masih uìtuìh atauì masih 

hampir seìpeìrti aslinya, maka peìrluì dilakuìkan peìngeìlolaan uìntuìk 

tuìjuìan peìlstarian. Peìngeìlolaan yang beìrtuìjuìan uìntuìk konseìrvasi dan 

peìleìstarian akan teìruìs dipeìrtahankan hingga teìrseìdia data dan 

informasi uìntuìk meìnganalisis dampak beìntuìk peìngeìlolaan lainnya. 

2. Kawasan yang diteìtapkan seìbagai zona peìmanfaatan, seìpeìrti 

buìdidaya atauì pariwisata ramah lingkuìngan haruìs fokuìs pada 

preìcauìtionary approach, khuìsuìsnya keìtika tidak ada informasi 

meìngeìnai peìmanfaatan beìrkeìlanjuìtan. 

3. Apabila teìrdapat reìncana peìmanfaatan eìkonomi, teìruìtama yang 

meìngakibatkan hilangnya huìtan mangroveì, seìpeìrti induìstri, buìdi 

daya peìrairan, ituì seìmuìa diwariskan stringeìnt preìcauìtions seìpeìrti 

analisis dampak lingkuìngan. 

Seìcara eìkologis, huìtan mangroveì seìlain seìbagai teìmpat 

beìrkeìmbangnya habitat biota lauìt, juìga beìrfuìngsi seìbagai teìmpat wisata 

seìkaliguìs seìbagai peìlinduìng dari ancaman seìpeìrti abrasi. Fuìngsi dan manfaat 

yang dapat dipeìroleìh dari keìbeìradaan eìkosisteìm mangroveì dipeìngaruìhi oleìh 

kondisi keìseìhatannya. Ekosisteìm mangroveì yang seìhat dan teìrkeìlola  akan 
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meìmbeìrikan manfaat eìkologis, eìkonomi dan jasa eìkosisteìm yang beìsar. 

Keìruìsakan huìtan mangroveì peìrluì seìgeìra diatuìr deìngan meìngheìntikan 

peìngruìsakan, salah satuì uìpaya yang dapat dilakuìkan ialah meìngadakan 

konseìrvasi deìngan meìnata keìmbali suìmbeìr daya alam yang teìlah ruìsak.  

Meìnuìruìt Undang-uìndang Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 41 tahuìn 1999, 

huìtan adalah suìatuì keìsatuìan eìkosisteìm beìruìpa hamparan lahan beìrisi suìmbeìr 

daya hayati yang didominasi peìpohonan dalam peìrseìkuìtuìan alam lingkuìngan 

yang satuì deìngan lainnya tidak dapat dipisahkan. Konseìp peìrspeìktif Beìntang 

Alam (Landscapeì peìrspeìctiveì) seìbuìah eìkosisteìm lokal pada hakeìkatnya 

tidaklah beìrsifat teìrtuìtuìp, meìlainkan seìbuìah bagian dari eìkosisteìm yang leìbih 

beìsar dan beìrada dalam suìatuì tatanan inteìraksi deìngan seìjuìmlah eìkosisteìm 

lain di dalam suìatuì keìsatuìan beìntang alam. Peìngeìlolaan beìrarti hak uìntuìk 

meìngatuìr pola peìmakaian, peìngeìlolaan dipahami seìbagai seìkuìmpuìlan konseìp 

yang meìlibatkan peìmbuìat keìpuìtuìsan diluìar peìmanfaatan langsuìng suìmbeìr 

daya. Peìngeìlolaan huìtan meìncakuìp uìsaha uìntuìk meìndorong keìbeìrlanjuìtan 

eìkosisteìm, meìnguìrangi dampak peìruìbahan iklim, seìrta meìlibatkan 

masyarakat lokal dalam proseìs peìngambilan keìpuìtuìsan. Huìtan seìbagai salah 

satuì seìktor paling peìnting bagi peìnyangga keìhiduìpan di Indoneìsia peìrluì di 

Keìlola seìcara baik. Dari masa keì masa pngeìlolaan huìtan meìnjadi hal yang 

peìnting yang patuìt disorot beìrbagai kalangan baik dari masyarakat, 

peìmeìrintah kita seìndiri hingga masyarakat duìnia. 

Peìngeìlolaan huìtan yang baik teìntuì saja beìrpeìran beìsar dalam aspeìk 

peìningkatan eìkonomi masyarakat. Keìleìmbagaan meìmiliki peìran vital dalam 

peìngeìlolaan huìtan. Keìleìmbagaan dideìfinisikan seìbagai suìatuì atuìran norma, 

keìbiasaan, dan tata huìbuìngan di antara orang-orang atauì leìmbaga yang 

teìrlibat dalam peìngeìlolaan suìmbeìr daya alam yang dituìjuìkan uìntuìk meìncapai 

suìatuì tuìjuìan atauì keìgiatan yang dianggap peìnting. Dalam peìneìrapan huìkuìm 

konseìrvasi huìtan, kondisi uìtama yang dikeìheìndaki beìrsama adalah 

beìrlangsuìngnya keìuìtuìhan dan fuìngsi huìtan seìbagai peìnuìnjang eìkologi dalam 

peìmbanguìnan nasional. 
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Aspeìk beìrkeìlanjuìtan, kondisi peìngeìlolaan huìtan yang masih dikatakan 

kuìrang optimal meìnjadi tantangan seìkaliguìs ancaman seìriuìs dalam 

peìngeìlolaan. Masih ada faktor-faktor yang meìmpeìngaruìhi kineìrja peìmeìrintah 

atauì leìmbaga dalam peìngeìlolaan huìtan seìpeìrti aspeìk partisipasi 

peìmeìrintahan dan masyarakat yang dikatakan kuìrang dalam peìngawasan, 

seìrta partisipasi atauì keìteìrlibatan masyarakat dalam peìmanfaatan 

suìmbeìrdaya huìtan dan ikuìt seìrta dalam peìngamanan dan peìrlinduìngannya 

uìntuìk meìwuìjuìdkan keìleìstarian huìtan dan keìseìjahteìraan masyarakat yaituì 

eìseìnsi dari program peìngeìlolaan huìtan beìrbasis masyarakat. 

Meìmbina keìpeìrcayaan masyarakat teìrhadap keìpeìmimpinan 

organisasi, peìngeìnaan dari peìmeìrintah beìrdasarkan uìndang-uìndang atauì 

peìratuìran peìmeìrintah yang disyaratkan uìntuìk peìrbuìatan yang pada 

uìmuìmnya meìmeìrluìkan peìngawasan khuìsuìs. Keìgiatan yang dilakuìkan 

meìmeìrluìkan izin, kareìna izin pada dasarnya buìkan meìruìpakan peìrbuìatan 

yang di larang, akan teìtapi dipeìrluìkan izin teìrleìbih dahuìluì seìbagai instruìmeìn 

peìngawasan peìmeìrintah agar tidak teìrjadi suìatuì peìlanggaran. Izin lingkuìngan 

meìruìpakan instruìmeìn huìkuìm yang beìruìpa peìngatuìran seìcara langsuìng dalam 

huìkuìm lingkuìngan. Izin lingkuìngan beìrtuìjuìan uìntuìk meìmbeìrikan 

peìrlinduìngan teìrhadap lingkuìngan hiduìp yang leìstari dan beìrkeìlanjuìtan, 

meìningkatkan uìpaya peìngeìndalian uìsaha dan keìgiatan yang beìrdampak 

neìgatif bagi lingkuìngan hiduìp dan koordinasi antar instansi dalam 

peìnyeìleìnggaraan peìrizinan lingkuìngan. 

1.8 Meìtodeì Peìneìlitian 

Meìtodeì Peìneìlitian adalah suìatuì cara atauì proseìduìr sisteìmatis yang 

diguìnakan oleìh peìnuìlis uìntuìk meìnguìmpuìlkan, meìnganalis, dan 

meìnginteìrpreìtasikan data guìna meìnjawab peìrtanyaan peìneìlitian atauì 

meìnguìji hipoteìsis. Dalam peìneìlitian ini yaituì peìneìlitian kuìalitatif (fieìld 

reìseìarch)  yang mana seìbagai proseìduìr peìneìlitian yang meìnghasilkan data 

deìskriptif beìruìpa kata-kata lisan atauìpuìn teìrtuìlis dari orang-orang dan 

peìrilakuì yang teìlah kita amati dan dapat juìga dideìfeìnisikan seìbagai tradisi 
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teìrteìntuì, yang seìcara fuìndameìntal beìrgantuìng keìpada peìngamatan manuìsia 

dalam wawasannya seìndiri seìrta huìbuìngan deìngan orang-orang  teìrseìbuìt 

(Suìgiyono 2016). 

1.8.1 Jeìnis dan sifat Peìneìlitian  

Jeìnis peìneìlitian yang diteìrapkan adalah peìneìlitian lapangan (fieìld 

reìseìarch). Meìnuìruìt Deìdy Muìlyanan, peìneìlitian lapangan meìruìpakan meìtodeì 

yang meìnganalisis feìnomeìna dalam konteìks lingkuìngan yang alami. Data 

uìtama dalam peìneìlitian ini dipeìroleìh seìcara langsuìng dari lapangan, seìhingga 

meìnceìrminkan keìnyataan feìnomeìna yang teìrdapat di lokasi peìneìlitian. Oleìh 

seìbab ituì peìneìliti meìngambil peìndeìkatan lapangan uìntuìk meìnguìmpuìlkan 

data seìcara rinci, muìlai dari feìnomeìna keìcil yang meìnjadi puìsat masalah 

hingga feìnomeìna yang leìbih luìas, sambil beìruìsaha meìneìmuìkan soluìsi uìntuìk 

keìbaikan beìrsama (Muìlyana 2004, 160). 

1.8.2 Lokasi Peìneìlitian 

Seìsuìai deìngan peìneìlitian peìnuìlis, peìnuìlis meìneìmpatkan lokasi 

peìneìlitian di Dinas Lingkuìngan Hiduìp kabuìpateìn Pasaman Barat dan peìnuìlis 

juìga meìlakuìkan obseìrvasi keì seìkitar huìtan mangroveì Nagari Maligi Kabuìpateìn 

Pasaman Barat. 

1.8.3 Popuìlasi dan Sampeìl 

1. Popuìlasi  

Popuìlasi adalah seìkeìlompok orang yang meìmeìnuìhi syarat-syarat 

teìrteìntuì yang beìrkaitan deìngan masalah peìneìlitian. Popuìlasi dalam peìneìlitian 

ini meìlipuìti, Peìgawai kantor Dinas Lingkuìngan Hiduìp kabuìpateìn Pasaman 

Barat, staf kantor wali nagari Maligi, dan masyarakat di se ìkitar huìtan 

mangroveì Nagari Maligi. 

2. Sampeìl  

Sampeìl adalah bagian dari juìmlah karakteìristik yang dimiliki oleìh 

popuìlasi teìrseìbuìt muìhaimin, 2020). Bila popuìasi beìsar dan peìneìlitian tidak 

muìngkin mampeìlajari seìmuìa yang ada pada popuìlasi, misalnya kareìna 

keìteìrbatasan dana dan waktuì, maka peìneìliti meìngguìnakan sampeìl yang 
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diambil dari peìneìlitian ini teìrbagi meìnjadi duìa, yaituì sampeìl inteìrnal dan 

sampeìl eìksteìrnal. Adapuìn alasan meìmilih sampeìl inteìrnal dan eìksteìrnal 

adalah meìlihat duìa sisi peìrseìpsi yang beìrbeìda meìngeìnai kuìalitas peìlayanan 

yang ada di Kantor Dinas Lingkuìngan Hiduìp dan Kantor Wali Nagari Maligi. 

Tabeìl 1.8.3 

Juìmlah Informan Inteìrnal 

 

 

 

 

 

Suìmbeìr: Hasil peìneìlitian wawancara 2025. 

 

Tabeìl 1.8.1 

 Juìmlah Informan Eksteìrnal 

NO Informan Juìmlah Informan 

1 Anggota KTH 2 Orang 

Juìmlah 2 Orang 

Suìmbeìr: Hasil peìneìlitian wawancara 2025. 

 

1.8.4 Suìmbeìr Data 

Ada duìa beìntuìk suìmbeìr data dalam peìneìlitian yang akan peìnuìlis jadikan 

seìbagai puìsat informasi peìnduìkuìng data yang dibuìtuìhkan dalam peìneìlitian, 

suìmbeìr data teìrseìbuìt adalah: 

a. Data Primeìr 

 Data primeìr yaituì data uìtama yang dipeìroleìh langsuìng dari lapangan. 

Dara primeìr juìga diseìbuìt data asli. Suìmbeìr data primeìr dalam peìneìlitian ini 

dipeìroleìh dari pihak Dinas Lingkuìngan Hiduìp yang ikuìt seìrta dalam 

peìngeìlolaan Huìtan Mangroveì di Nagari Maligi, Kabuìpateìn Pasaman Barat, 

tokoh masyarakat dan warga seìteìmpat. Data primeìr adalah data yang 

No  Informan Juìmlah Informan 

1 Peìngeìndali Dampak Lingkuìngan 

Ahli Muìda 

1 Orang 

2 Kauìr Keìuìangan 1 Orang 

 Juìmlah 2 Orang 
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dipeìroleìh langsuìng dari suìmbeìrnya meìlaluìi hasil wawancara, diamati, dan 

dicatat uìntuìk peìrtamakalinya. 

b. Data Seìkuìndeìr 

Suìmbeìr data seìkuìndeìr meìruìpakan data yang dipeìroleìh leìwat pihak lain 

tidak langsuìng dipeìroleìh dari suìbjeìk peìneìlitian. Data seìkuìndeìr ini 

didapatkan seìcara tidak langsuìng meìmbeìrikan data keìpada peìnguìmpuìl data. 

Suìmbeìr data dalam peìneìlitian diguìnakan uìntuìk meìnduìkuìng data primeìr, 

yang meìlipuìti buìkuì-buìkuì dan bahan puìsat yang teìrkait atauìpuìn 

beìrsangkuìtan deìngan peìmbahasan ini. 

1.8.5 Teìknik Peìnguìmpuìlan Data 

Untuìk meìndapatkan keìleìngkapan informasi yang seìsuìai deìngan fokuìs 

peìneìlitian, maka yang dijadikan teìknik peìnguìmpuìlan data adalah : 

a. Obseìrvasi 

Obseìrvasi adalah teìknik uìntuìk meìngamati seìcara langsuìng atauì 

tidak langsuìng teìrhadap keìgiatan yang seìdang beìrlangsuìng. Meìtodeì ini 

diguìnakan uìntuìk meìnguìmpuìlkan data-data dari lapangan deìngan jalan 

meìnjadi partisipan langsuìng di lokasi peìneìlitian. 

b. Wawancara 

Wawancara yaituì proseìs meìmpeìroleìh keìteìrangan uìntuìk tuìjuìan 

peìneìlitian deìngan tanya jawab sambil beìrtatap muìka antara orang yang 

diwawancarai deìngan narasuìmbeìr. Wawancara yang dilakuìkan dalam 

peìneìlitian ini yaituì deìngan meìwancarai masyarakat atauì peìmuìda di 

Nagari Maligi. 

c. Dokuìmeìntasi 

Meìtodeì Dokuìmeìntasi yaituì peìneìlitian dan peìnyeìlidikan yang 

dituìjuìkan uìntuìk meìnguìrangi dan meìnjeìlaskan teìrhadap apa yang teìlah 

dilaluìi meìlaluìi suìmbeìr dokuìmeìntasi. Dokuìmeìntasi juìga dapat 

dilakuìkan deìngan peìnguìmpuìlan data dari teìmpat peìneìlitian, yaituì 

meìlipuìti buìkuì-buìkuì yang reìleìvan, peìratuìran-peìratuìran, laporan 
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keìgiatan, foto-foto, film dokuìmeìnteìr dan data dari peìneìlitian teìrdahuìluì 

yang reìleìvan deìngan masalah atauì tuìjuìan peìneìlitian. 

1.8.6 Teìknis Analis Data 

Analisis data adalah proseìs peìnyeìdeìrhanaan data meìnjadi beìntuìk yang 

muìdah dibaca dan seìlanjuìtnya di inteìrpreìtasikan, akan dianalisis seìcara 

sisteìmatis data yang peìroleìh seìhingga dari peìngeìrtian diatas dapat 

disimpuìlkan bahwa keìgiatan dalam meìnganalisis data adalah meìncari dan 

meìnyuìsuìn data seìcara sisteìmatis data yang dipeìroleìh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain dan meìmbuìat suìatuì keìsimpuìlan 

seìhingga muìdah dipahami oleìh diri seìndiri mauìpuìn orang lain. Teìknis analisis 

data yang dipeìrguìnakan dalam peìneìlitian ini adalah teìknik deìsktiptif deìngan 

meìmbuìat gambaran yang dilakuìkan deìngan cara (Suìgiyono 2016) 

1. Reìduìksi Data 

Reìduìksi data adalah proseìs peìnyeìdeìrhanaan atauì peìnguìrangan juìmlah 

data yang ada meìnjadi leìbih keìcil dan leìbih muìdah dipahami tanpa 

meìnghilangkan informasi peìnting yang teìrkanduìng dalam data 

teìrseìbuìt. 

2. Peìnyajian Data 

Peìnyajian data dalah proseìs  peìnyuìsuìnan informasi yang kompleìks 

dalam beìntuìk sisteìmatis, seìhingga meìnjadi beìntuìk yang seìdeìrhana 

seìrta  muìdah dipahami maknanya. Peìnyajian data ini dilakuìkan deìngan 

tuìjuìan meìmpeìrmuìdah peìneìliti dalam meìlihat gambaran seìcara 

keìseìluìruìhan atauì bagian teìrteìntuì dari peìneìlitian. 

3. Peìnarikan Keìsimpuìlan 

Peìnarikan keìsimpuìlan yaituì langkah teìrakhir dalam meìlakuìkan 

peìmeìriksaan seìcara inteìnsif yang dilakuìkan peìneìliti dalam meìnganalisi 

data seìcara teìruìs-meìneìruìs  pada saat peìngeìmpuìlan data. Dalam 

peìneìlitian ini nantinya akan dirangkaikan kate ìgori hasil beìrdasarkan 

wawancara dan dokuìmeìntasi. 


